UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOVOR 8 TAHUN 1997 (8/1997)
TENTANG
DOKUVEN PERUSAHAAN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni nbang:

a.

bahwa upaya untuk newujudkan kesejahteraan unmum dan
kemakrmuran rakyat yang bersendi kan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat I ndonesi a, nmerupakan bagian integral
cita-cita kenmerdekaan dal am wadah Negara Kesatuan Republik
I ndonesi a yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar
19945;

bahwa usaha untuk nenjam n penyel enggar aan perusahaan secara
efektif dan efisien nmerupakan sal ah satu dasar kebijaksanaan
Penbangunan Nasi onal di bi dang ekonom yang sangat
ber pengar uh t er hadap kemanpuan duni a usaha unt uk
nmenper gunakan pel uang dan ber ki prah secara sehat dal am duni a
i nt er nasi onal yang penuh per sai hgan sehi ngga dapat
menberi kan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
rakyat ;

bahwa salah satu faktor yang nengurangi efektifitas dan
efi si ensi perusahaan adalah ketentuan yang newajibkan
penyi npanan buku, catatan dan neraca selama 30 (tiga pul uh)
t ahun dan penyi npanan surat, surat kawat beserta tenbusannya
selama 10 (sepuluh) tahun sebagai mana diatur antara |lain
dal am Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel voor |ndonesie, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak
sesuai | agi dengan perkenbangan dan kebutuhan hukum
masyar akat khususnya di bi dang ekonom dan perdagangan;

bahwa ketentuan yang newajibkan penyinpanan dokunen
sebagai mana tersebut dalam huruf c dan ketentuan-ketentuan
dal am peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
tata cara penyi npanan, pem ndahan, permusnahan dan penyer ahan
arsip yang selama ini berlaku, neninbul kan beban ekonom s
dan adm nistratif yang nmenber at kan perusahaan;

bahwa penbuatan dan penyi npanan dokunen, tetap diperlukan
untuk menjam n kepastian hukum dan nelindungi kepentingan
para pi hak dal am suatu hubungan hukum karena itu kewaji ban
menbuat dan nenyi npan dokunen harus tetap dijal ankan dengan
nmengupayakan ti dak nmeni mbul kan beban ekonom s dan
admnistratif yang mnenberatkan, untuk itu perlu diadakan
penbaharuan nengenai nmedia yang nenbuat dokunen dan
pengur angan jangka waktu penyi npanannya,;

*9554 f. bahwa kemgj uan teknol ogi telah nenmungki nkan cat atan dan



dokumen yang di buat di atas kertas dialihkan ke dal am nedi a
el ektronik atau dibuat secara langsung dalam nedia
el ektroni k

g. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di maksud dal am
huruf a, b, ¢, d, e, dan f dipandang perlu nenbentuk
Undang- undang tentang Dokumen Perusahaan.

Mengi ngat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan per set uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A
MEMUT USKAN:
Menet apkan: UNDANG- UNDANG TENTANG DOKUVMEN PERUSAHAAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dal am Undang- undang i ni yang di naksud dengan:

1. Perusahaan adalah setiap bentuk wusaha yang nel akukan
kegiatan secara tetap dan terus nenerus dengan tujuan
menper ol eh keuntungan atau | aba, baik yang disel enggarakan
ol eh orang perorangan nmaupun badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
ber kedudukan dal am wi | ayah Negara Republik | ndonesi a.

2. Dokunen perusahaan adal ah data, catatan dan atau keterangan
yang di buat dan atau diterinma ol eh perusahaan dal am rangka
pel aksanaan kegi atannya, baik tertulis di atas kertas atau
sarana lain maupun terekam dal am bentuk corak apapun yang
dapat dilihat, dibaca dan di dengar.

3. Jadwal retensi adalah jangka waktu penyinpanan dokumnen
perusahaan yang disusun dalam suatu daftar sesuai dengan
jenis dan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedonman
penmusnahan dokumen per usahaan.

Pasal 2

Dokunen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokunen
| ai nnya.

Pasal 3

*9555 Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti penbukuan, dan



dat a pendukung admi ni strasi keuangan, yang merupakan bukti adanya
hak dan kewaji ban serta kegi atan usaha suatu perusahaan.

Pasal 4

Dokumen | ainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang beri si
ket erangan yang nenpunyai nilai guna bagi perusahaan neskipun
tidak terkait |angsung dengan dokumen keuangan.

Pasal 5

Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan [|aba rugi
t ahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan
yang berisi keterangan nengenai hak dan kewajiban serta hal-ha
| ai n yang berkaitan dengan kegi atan usaha suat u perusahaan.

Pasal 6

Bukti penbukuan terdiri dari warkat-warkat yang di gunakan sebaga
dasar penbukuan yang nenpengaruhi perubahan kekayaan, utang dan
nodal .

Pasal 7

(1) data pendukung adm nistrasi keuangan nerupakan data
adm ni stratif yang berkaitan dengan keuangan untuk di gunakan
sebagai pendukung penyusunan dan penbuatan dokunmen keuangan.

(2) Data pendukung adm nistrasi keuangan sebagai mana di naksud
dal am ayat (1) terdiri dari:
a. data pendukung yang nerupakan bagian dari bukti
penbukuan; dan
b. data pendukung yang tidak nerupakan bagian dari bukti
penbukuan.

BAB ||
PEMBUATAN CATATAN DAN PENYlI MPANAN DOKUMEN PERUSAHAAN

Pasal 8

(1) Setiap perusahaan waji b nmenbuat catatan sebagai mana di naksud
dal am Pasal 5 sesuai dengan kebut uhan perusahaan.

(2) Catatan sebagai mana di maksud dalam ayat (1) wajib dibuat
dengan nenggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang
Rupi ah, dan di susun dal am bahasa | ndonesi a.

(3) Dalam hal ada izin dari Ment er i Keuangan, cat at an
sebagai mana di maksud dalam ayat (2) dapat disusun dalam
bahasa asi ng.

Pasal 9



*9556 (1) Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan | aba

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

rugi tahunan, atau tulisan lain yang nengganbarkan neraca
dan | aba rugi, wajib ditandatangani ol eh pinpi nan perusahaan
atau pejabat yang ditunjuk di |ingkungan perusahaan yang
ber sangkut an.

Dal am hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan
| angsung dengan kegi atan perusahaan di bidang nenentukan
| ai n, naka cat atan sebagai mana di meksud dal am ayat (1) wajib
di buat paling lanbat 6 (enam bulan terhitung sejak akhir
t ahun buku perusahaan yang ber sangkut an.

Pasal 10

Cat at an sebagai mana di maksud dal am Pasal 9, wajib dibuat di
atas kertas.

Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian,
atau setiap tulisan yang berisi keterangan nengenai hak dan
kewaj i ban serta hal-hal |ain yang berkaitan dengan kegi atan
usaha atau perusahaan sebagai mana di naksud dal am Pasal 5,
di buat di atas kertas atau dal am sarana | ai nnya.

Pasal 11

Cat at an sebagai mana di naksud dal am Pasal 5, bukti penbukuan
sebagai mana di maksud dalam Pasal 6, dan data pendukung
adm ni strasi keuangan sebagai nana di maksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a, wajib disinmpan selama 10 (sepul uh) tahun
terhitung sej ak akhir t ahun buku per usahaan yang
ber sangkut an.

Data pendukung adm nistrasi keuangan sebagai nana di maksud
dal am Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka waktu penyi npanannya
di sesuai kan dengan kebut uhan perusahaan yang ber sangkut an.

Dokunen | ai nnya sebagai mana di maksud dal am Pasal 4, jangka
wakt u penyi npanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna
dokumen tersebut.

Jangka waktu sebagai mana di maksud dal am ayat (2) dan ayat
(3), disusun ol eh perusahaan yang bersangkutan dal am suatu
jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pinpinan
per usahaan.

Kewaj i ban penyi npanan sebagai mana di naksud dal am ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) tidak nenghilangkan fungsi dokunen
yang bersangkutan sebagai al at bukti sesuai dengan kebut uhan
sebagai mana ditentukan dal am ketentuan nengenai dal uwarsa
suat u tunt ut an yang di at ur dal am per at uran
perundang- undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan
hukum | ai nnya.
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(1)

(2)

(3)

(4)

BAB | |1
PENGALI HAN BENTUK DOKUMEN PERUSAHAAN DAN LEGALI SAS

Pasal 12

Dokunen perusahaan dapat dialihkan ke dalam m krofilm atau
medi a | ai nnya.

Pengal i han dokumen perusahaan ke dalam m krofil m atau nedi a
| ai nnya sebagai mana di maksud dal am ayat (1) dapat dil akukan
sej ak dokunmen tersebut dibuat atau diterinma ol eh perusahaan
yang ber sangkut an.

Dal am nengal i hkan dokumen perusahaan sebagai mana di naksud
dalam ayat (1), pinpinan perusahaan waji b nenpertinbangkan
kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disinpan
karena nengandung nilai tertentu dem kepentingan perusahaan
at au kepenti ngan nasi onal .

Dal am hal dokunmen perusahaan yang dialihkan ke dalam
m krofilm atau nedia |ainnya adalah naskah asli yang
menpunyai kekuatan penbuktian otenti k dan masi h kepentingan
hukum tertentu, pinpinan perusahaan wajib tetap nenyinpan
naskah asli tersebut.

Pasal 13

Setiap pengal i han dokunmen perusahaan sebagai mana di maksud dal am

Pasal

(1)

(2)

(1)

12 ayat (1) wajib dilegalisasi.
Pasal 14

Legal i sasi sebagai mana di naksud dalam Pasal 13 dil akukan
ol eh pinpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di
I i ngkungan perusahaan yang bersangkutan, dengan dibuatkan
berita acara.

Berita acara sebagaimana  di naksud dal am ayat (1)
sekur ang- kur angnya nenuat :

a. keterangan tenpat, hari, tanggal, bulan dan tahun
di | akukannya | egal i sasi ;

b. ket erangan bahwa pengalihan dokunmen perusahaan yang

di buat di atas kertas ke dalam m krofilm atau nedia | ai nnya

tel ah di | akukan sesuai dengan aslinya; dan

C. t andat angan dan nama j el as pej abat yang bersangkut an.
Pasal 15

Dokumen perusahaan yang tel ah dinuat dalam mkrofilm atau
medi a | ai nnya sebagai mana di maksud dal am Pasal 12 ayat (1)



dan atau hasil cetaknya nerupakan al at bukti yang sah.

(2) Apabila dianggap perlu dalam hal tertentu dan untuk
*9558 keperluan tertentu dapat dil akukan | egalisasi terhadap
hasil cetak dokunmen perusahaan yang telah dinuat dalam
m krofilmatau nedia | ai nnya.

Pasal 16

Ketentuan lebih |anjut nengenai tata cara pengalihan dokunen
perusahaan ke dalam mkrofilm atau nedi a | ainnya dan |egalisasi
di atur dengan Per at uran Peneri nt ah.

BAB |V
PEM NDAHAN, PENYERAHAN, DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN

Pasal 17

Pem ndahan dokunmen perusahaan dari unit pengolahan ke unit
kear si pan di |ingkungan perusahaan tersebut dil akukan ber dasarkan
keput usan pinpi nan perusahaan yang pel aksanaannya di sesuai kan
dengan kebut uhan perusahaan yang ber sangkut an.

Pasal 18

(1) Dokuren perusahaan tertentu yang nenpunyai nilai guna bagi
kepenti ngan nasional wajib diserahkan kepada Arsip Nasiona
Republ i k I ndonesi a ber dasar kan keput usan pi npi nan
per usahaan.

(2) Penyerahan sebagai mana di maksud dal am ayat (1) dil aksanakan
dengan penbuatan berita acara yang sekurang-kurangnya

nmenuat :

a. ket erangan tenpat, hari, tanggal, bulan dan tahun
di | akukannya penyer ahan;

b. ket erangan tentang pel aksanaan penyer ahan; dan

C. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang nenyerahkan

dan pej abat yang neneri ma penyer ahan.

(3) Pada berita acara penyerahan sebagai nana di maksud dal am ayat
(2) di | anpi rkan daftar pertelaan dokunmen yang akan
di ser ahkan.

Pasal 19

(1) Perusnahan catatan, bukti penbukuan dan data pendukung
adm ni strasi keuangan sebagai nana di maksud dal am Pasal 11
ayat (1) di | aksanakan berdasarkan keputusan pi npi nan
per usahaan.

(2) Penusnahan data pendukung adm ni strasi keuangan sebagai mana
di mksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan dokunen | ainnya
sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (3) dil aksanakan



ber dasarkan jadwal retensi.

(3) Pinpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas penusnahan
dokunmen perusahaan atau pej abat |ain yang ditunj uk,
*9559 bertanggung jawab atas segal a kerugi an perusahaan dan
atau pi hak ketiga dal am hal:

a. penmusnahan dokunen perusahaan dil akukan sebel um habis
j angka waktu waji b sinpan sebagai mana di naksud dal am Pasa
11 ayat (1); atau

b. pemusnahan dokunmen perusahaan dil akukan, sedangkan
di ketahui atau patut diketahui bahwa dokunmen perusahaan
tersebut masih tetap harus disinpan, karena nenpunyai nila
guna bai k yang berkaitan dengan kekayaan, hak, dan kewaji ban
perusahaan maupun kepentingan | ai nnya.

Pasal 20

Penmusnahan dokunen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam
m krofilm atau nedia |ainnya, dapat segera dilakukan kecual
ditentukan |ain ol eh pinpinan perusahaan, berdasarkan ketentuan
Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 21

(1) Pernusnahan sebagai mana di maksud dal am Pasal 19 dan Pasal 20,
di | aksanakan dengan penbuat an berita acara yang
sekur ang- kur angnya nenuat :
a. keterangan tenpat, hari, tanggal, bulan dan tahun
di | akukannya penusnahan;
b. ket erangan tentang pel aksanaan penusnahan; dan
C. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang nel aksanakan
penusnahan.

(2) Pada berita acara penusnahan yang dimaksud dal am ayat (1)
di | anpi rkan daftar pertel aan dokunmen yang akan di nusnahkan.

Pasal 22

Ketentuan Ilebih lanjut nengenai tata cara penyerahan dan
penusnahan dokumen perusahaan di atur dengan Perat uran Penerint ah.

BAB V
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 23

Buku, surat, catatan dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasa
6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
I ndonesi e, Staatsblad 1847 : 23) wajib disinpan selama 30 (tiga
pul uh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah
di simpan selama 10 (sepuluh) tahun atau |ebih, penusnahannya
di | akukan ber dasarkan ket entuan dal am Undang-undang ini .



Pasal 24

Salinan surat dan telegram yang berdasarkan ketentuan Pasal 6
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wtboek van Koophandel voor
*9560 I ndonesie, Staatsblad 1847 : 23) wajib disinmpan selama 10
(sepul uh) tahun, dan pada saat berl akunya Undang-undang ini masa
si mpanan yang belum mencapai 10 (sepuluh) tahun penusnahannya
di | akukan ber dasarkan ket entuan dal am Undang-undang ini .

Pasal 25

Dokunen per usahaan yang penusnahannya tel ah di m nt akan
perti nbangan kepada Ketua Badan Peneriksa Keuangan, dan dal am
waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai berlakunya
Undang-undang ini perti nbangan tersebut bel um di beri kan,
penmusnahannya di | akukan ber dasar kan ket ent uan dal am Undang- undang
ini.

Pasal 26

Dokunen  perusahaan yang penusnahannya telah di m ntakan
persetuj uan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan
dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal nmula
ber | akunya Undang- undang i ni per set uj uan t er sebut bel um
di beri kan, penusnahannya dil akukan berdasarkan ketentuan dalam
Undang- undang ini .

Pasal 27

Dokunmen perusahaan yang jadwal retensinya sedang di m ntakan
persetuj uan kepada Kepal a Arsip Nasional Republik |Indonesia, dan
dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal nmula
ber | akunya Undang- undang i ni per set uj uan t er sebut bel um
di beri kan, j adwal r et ensi dan penusnahannya di t et apkan
ber dasar kan ket entuan dal am Undang-undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ket ent uan dal am Undang-undang ini berlaku juga terhadap:

1. Kant or perwakil an, kantor cabang, agen perusahaan | ndonesia
atau yang disanmakan dengan itu, yang nmenpunyai Kkegiatan
usaha di luar wlayah Negara Republik |ndonesia, dengan
tetap nenperhatikan ketentuan yang berlaku di negar a
set enpat ;

2. Kant or perwakil an, kantor cabang agen perusahaan asing atau

yang di sanakan dengan itu, yang nenpunyai kegi atan usaha di
wi | ayah Negara Republi k | ndonesi a; dan



3. Badan atau |enbaga yang tidak termasuk dalam pengertian
perusahaan sebagai mana di maksud dal am Pasal | angka 1, yang
*9561 dalam kegiatan dan atau tugasnya nemliki dan
nmenghasi | kan dokunmen sebagai mana | ayaknya perusahaan.

Pasal 29

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pel aksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Wet boek van Koophandel voor |Indonesie, Staatsblad 1847 : 23)
tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan
dengan Undang-undang ini.

Pasal 30
Pada saat Undang-undang ini mulai berl aku:

1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel voor I|ndonesie, Staatsblad 1847 : 23); dan

2. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
dokunen per usahaan dan ket ent uan per at ur an
perundang- undangan yang berkaitan dengan penyi npanan,
pen ndahan, penyer ahan dan penusnahan arsip yang
bertent angan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tidak
berl aku | agi .

Pasal 31

Undang-undang ini nul ai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k 1 ndonesi a.

D sahkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 1997

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
SCEHARTO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

MOERDI ONO
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UMUM

PENJ ELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 8 TAHUN 1997

TENTANG
DOKUVEN PERUSAHAAN

Gari s-garis Besar Hal uan Negara nenet apkan bahwa penbangunan
hukum sebagai upaya untuk nenegakkan keadil an, kebenaran dan
keterti ban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk
nmeni ngkat kan kesadaran hukum nenjam n penegakan, pel ayanan
dan kepastian hukum serta nmewjudkan tata hukum nasiona
yang nmengabdi pada kepentingan nasional .

Pengaruh gl obalisasi ekonom dan informasi yang dem kian
| uas karena perkenbangan perekonom an dan perdagangan baik
nasi onal maupun i nt er nasi onal yang ber ger ak cepat
mengaki bat kan nmeni ngkat nya penggunaan dokunen, sehingga
menghar uskan dunia usaha nenmanfaatkan kemajuan teknol ogi
unt uk meni ngkat kan kemanpuannya secara efektif dan efisien
khususnya dal am pengel ol aan dokunen perusahaan.

Guna nencapai tujuan tersebut, penbent ukan peraturan
mengenai dokunen perusahaan yang nerupakan bagian dar
penmbangunan hukum di bi dang ekonom perlu segera disusun,
dal am upaya nenmacu |aju pertunbuhan perusahaan nel al ui
pengel ol aan dokunen perusahaan yang efektif dan efisien.

Ketentuan sebagai mana tercantum dalam Pasal 6 Kitab
Undang- undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
I ndonesie, Staatsblad 1847 : 23) yang newajibkan setiap
orang nenjal ankan perusahaan nenyel enggarakan pencatatan
tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan dan
menyi npan dokunen tersebut antar 10 (sepul uh) sanpai dengan
30 (tiga puluh) tahun, sudah tidak sesuai |agi dengan
per kenmbangan dan kebutuhan hukum masyarakat khususnya di
bi dang ekonom dan perdagangan dewasa ini.

Sel ain ketentuan waji b nenyi npan dokunen sebagai mana di at ur
dal am Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van
Koophandel voor |Indonesie, Staatsblad 1847 : 23), juga
ket entuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan
| ainnya yang berkaitan dengan tata cara penyinpanan,
pem ndahan, penmusnahan dan penyerahan arsip neni nbul kan
beban yang berat bagi perusahaan karena pel aksanaannya
mener | ukan ruangan yang |uas, tenaga, waktu, perawatan dan



*9563 bi aya yang besar.

Catatan yang berupa neraca tahunan, perhitungan |aba rugi
tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, dan bukti
penbukuan serta data pendukung adm nistrasi keuangan yang
nmer upakan bagi an dari bukti penbukuan atau tulisan | ain yang
nmengganbar kan neraca tahunan, perhitungan rugi |aba tahunan,
rekening dan jurnal t ransaksi harian di kur angi nmasa
penyi npanannya dari 30 (tiga puluh) tahun nenjadi 10
(sepuluh) tahun. Sedangkan data pendukung adm nistrasi
keuangan yang tidak merupakan bagi an dari bukti penbukuan

dan dokumen | ai nnya, jangka waktu penyi npanannya di sesuai kan
dengan nilai guna dokunmen yang di susun dal am jadwal retensi
yang ditetapkan dengan keputusan pi npi nan perusahaan.

Sej al an dengan upaya nengurangi jangka waktu penyi nmpanan

penerapan teknol ogi maj u di bidang informatika telah
menmungki nkan dokumen perusahaan yang dibuat di atas kertas
atau sarana |ainnya dapat dialihkan untuk disinmpan dalam
m krofilmatau nmedia | ai nnya. Penakai an m krofilmatau nedi a
lain tersebut dapat dipastikan senakin banyak digunakan
dal am kegi atan ekonom dan perdagangan karena |ebih
ekonom s. Untuk nmenjamn kepastian hukum rmaka dokunen
perusahaan yang disinpan dalam mkrofilm dan nedia |ain,
mer upakan sal ah satu al at bukti yang sah.

Untuk nenyederhanakan tata cara penyinpanan, pem ndahan,
penusnahan, dan penyerahan dokumen perusahaan, yang penting
artinya bagi efisiensi kegiatan perusahaan seperti diuraikan
di atas, Undang-undang ini nenberikan wewenang kepada
perusahaan untuk nel aksanakan penyi npanan, pem ndahan,
pemusnahan dan penyerahan dokumen tersebut berdasarkan
jadwal retensi baik menurut Undang-undang ini maupun yang
di t et apkan ol eh pi npi nan perusahaan.

Dengan di berl akukannya ketentuan yang nengatur dokunen
per usahaan, maka  penbuat an, penyi npanan, pem ndahan,
penmusnahan dan penyerahan dokunen perusahaan dapat dil akukan
dengan seder hana, ef ekti f dan efisien dengan tidak
mengur angi kepastian hukum dan tetap nelindungi kepentingan
para pi hak dal am suatu hubungan hukum

Ket entuan nengenai  pel aksanaan penyi npanan, pen ndahan,
penmusnahan dan penyerahan dokunen yang diatur dengan
Undang-undang ini tidak di maksudkan nenghilangkan fungsi
dokumen bersangkutan sebagai alat bukti atau kepentingan
hukum | ai nnya. O eh karena itu Undang-undang dan ketentuan
perat uran perundang-undangan |ai nnya yang berkaitan dengan
pel aksanaan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Wet boek van Koophandel voor |ndonesie, Staatsblad 1847
23), msalnya Pasal 396, Pasal 397, Pasal 398 dan Pasal 399
Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetap berlaku sepanjang
bel um diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-undang



ini.
*9564
PASAL DEM PASAL

Pasal 1

Cukup jel as
Pasal 2

Cukup j el as
Pasal 3

Cukup jel as
Pasal 4

Yang termasuk "dokunmen |ai nnya" m sal nya Risalah Rapat Unum
Penmegang Saham Akta Pendirian Perusahaan, akta otentik
| ai nnya yang masi h nengandung kepentingan hukum tertentu,
Nonor Pokok Wajib Paj ak.

Pasal 5
Yang di maksud dengan:
- "neraca tahunan" adal ah sal ah satu bentuk catatan yang
mengganbar kan posi si kekayaan, utang, dan nodal pada akhir
t ahun buku yang merupakan pertanggungj awaban keuangan.

- "rekeni ng" adal ah sal ah satu bentuk catatan yang di buat
perusahaan untuk nenanmpung transaksi yang sejenis yang
di gunakan sebagai dasar penyusunan |aporan Kkeuangan, dan
dapat juga di sebut buku besar atau perkiraan.

- "jurnal transaksi harian" adalah salah satu bentuk
catatan yang nengganbarkan adanya transaksi yang dapat
berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan |ainnya.

- "tulisan yang berisi keterangan nengenai hak dan
kewaj i ban serta hal-hal |ain yang berkaitan dengan kegi atan
usaha suatu perusahaan” adalah tulisan yang nengganbarkan
neraca tahunan, perhitungan |aba rugi tahunan, rekening dan
jurnal transaksi harian.

Pasal 6
Yang di maksud dengan:

- "warkat" adalah dokumen tertulis yang bentuk dan
penggunaannya ditetapkan nenurut aturan tertentu dan
mer upakan bukti transaksi, m salnya cek, bilyet giro, surat
peri ntah nenbayar, wesel, nota, debet, dan nota kredit.

- perubahan kekayaan, utang dan nodal" adal ah bertanbah
dan atau berkurangnya jun ah dan susunan kekayaan, utang dan
nodal .

*9565 Pasal 7



Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Yang ter masuk

a. data pendukung yang nerupakan bagian dari bukti
penmbukuan”, m salnya surat perintah Kkerja, surat kontrak
atau surat perjanji an.

b. data pendukung yang tidak nerupakan bagian dari

bukti penbukuan”, m salnya rekening antar kantor rekening
hari an, atau rekeni ng m ngguan.

Pasal 8
Ayat (1)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimksudkan
untuk nenberi kan penekanan adanya kewajiban perusahaan
menbuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan
kekayaan, utang, nodal hak dan kewaji ban perusahaan, untuk
mel i ndungi bai k kepent i ngan per usahaan, kepenti ngan
Penmeri nt ah maupun kepenti ngan pi hak keti ga.

Kewaj i ban tersebut bersifat keperdataan, sehi ngga
risiko yang tinbul karena tidak dilaksanakannya kewaji ban

t er sebut menj adi t anggung j awab per usahaan yang
ber sangkut an.

Yang di maksud dengan "sesuai dengan kebut uhan
per usahaan" adal ah  bahwa wal aupun setiap perusahaan

di waj i bkan nmenbuat catatan, tetapi nengenai bentuk dan
kedal aman isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan
si fat perusahaan.

Ayat (2)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini di naksudkan
untuk nmenberi kan penekanan bahwa catatan tersebut dibuat
sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, msalnya harus
menggunakan huruf Latin dan di susun dal am bahasa | ndonesi a.
Dengan dem ki an apabila tidak dibuat dengan nenggunakan
huruf Latin dan tidak disusun dal am bahasa | ndonesia, maka
secara hukum perusahaan tersebut dianggap belum nenbuat
cat at an, dan kelalaian tersebut nenjadi t anggungj awab
perusahaan yang ber sangkut an.

Ayat (3)

Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa
I ndonesi a, kecuali baik karena sifat perusahaan maupun unt uk
kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan di bi dang per paj akan, dengan izin Menteri
Keuangan cat at an dapat di susun dal am bahasa asi ng.

Pasal 9
Ayat (1)
- Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dinaksudkan
unt uk nmenberi kan penekanan bahwa apabil a neraca tahunan
*9566 at au per hi t ungan | aba rugi t ahunan bel um
di t andat angani ol eh pinpinan perusahaan atau pejabat yang



di tunj uk, secara hukum perusahaan dianggap belum nenbuat
neraca tahunan atau perhitungan | aba rugi tahunan.

- Yang dimaksud dengan "pinpinan perusahaan” adal ah
seseor ang yang ber dasar kan Anggar an Dasar mem npi n
perusahaan yang ber sangkutan dan nmewaki | i perusahaan bai k di
dal am maupun di | uar pengadil an.

- Yang di meksud dengan "pejabat yang ditunjuk” adalah
seseorang yang di beri kewenangan ol eh pinpinan perusahaan
unt uk nengel ol a dokunen perusahaan.

Ayat (2)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini di naksudkan
untuk menberi kan penekanan bahwa penbuatan catatan tidak
bol eh nel ebi hi waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir
t ahun buku perusahaan yang bersangkut an. Kel al ai an nel akukan
kewaj i ban tersebut nenjadi tanggung jawab perusahaan yang
ber sangkut an.

Pasal 10
Ayat (1)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimksudkan
untuk nenberi kan penekanan bahwa apabila catatan yang
berbentuk neraca tahunan, perhitungan |aba rugi tahunan,
atau tulisan | ain yang nengganbar kan neraca | aba rugi, tidak
di buat di atas kertas, perusahaan dianggap belum nenbuat
cat at an.

Ayat (2)

Yang di naksud dengan "sarana | ai nnya" adal ah al at bantu
untuk nenproses penbuatan dokunen perusahaan yang sejak
senmul a tidak dibuat di atas kertas, msalnya nenggunakan
pita magneti k atau di sket.

Pasal 11
Ayat (1)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini dimksudkan
unt uk nenberi kan penekanan nmengenai hal yang harus dil akukan
perusahaan, yakni nenyinpan dokunen sebagai mana di maksud
dalam ayat ini selama 10 (sepuluh) tahun. Dengan dem ki an
apabi | a sebel um jangka waktu 10 (sepul uh) tahun dokunen yang
ber sangkut an di nusnahkan, maka risiko karena penusnahan
t er sebut nmenj adi t anggung j awab per usahaan yang
ber sangkut an.
ayat (2)

Cukup j el as
ayat (3)

Yang di maksud dengan "nilai guna dokumen" adal ah nil ai
dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokunen
dal am nmenunj ang pel aksanaan kegi at an usaha perusahaan.

Berdasarkan nil ai guna dokumen yang bersangkutan, maka
j angka waktu penyi npanannya dapat ditetapkan kurang dari 10
(sepul uh) tahun atau | ebih dari 10 (sepuluh) *9567 tahun.
ayat (4)

Cukup jel as



ayat (5)

Sekal i pun suatu dokunen telah nelewati nasa wajib
simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan
sebagai al at bukt i sesuai dengan ketentuan nengena
dal uwar sa suatu tuntutan

Pasal 12
Ayat (1)

Yang di naksud dengan:

- "mkrofilmt adalah film yang nenuat rekaman bahan
tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukuran yang sangat
keci | .

- "medi a | ai nnya" adal ah al at penyi npanan i nf or masi
yang bukan kertas dan nenpunyai tingkat pengamanan yang
dapat nenjamn keaslian dokumen yang dialihkan atau
di transformasi kan, m salnya Conpact Disk-Read Only Menory
(CD-ROM, dan write-Once- Read- Many (VWWORM .

Ayat (2)

Cukup j el as
Ayat (3)

Suatu dokunen perusahaan nenpunyai nakna "kepentingan
nasi onal " apabil a dokunen perusahaan tersebut nmemliki nil ai
hi storis yang di gunakan dal am rangka kegi atan penerintahan
dan penbangunan serta kehi dupan kebangsaan, m sal nya
rekening atau bukti iuran untuk penbangunan Mbonunen
Nasi onal, Mesjid Istiqglal.

Sel anjutnya yang nenentukan suatu dokunen nenpunyai
makna kepentingan nasi onal adal ah pi npi nan perusahaan.

Ayat (4)

Penggunaan kata "wajib" dalam ayat ini di naksudkan
unt uk nmenberi kan penekanan bahwa pinpinan perusahaan tetap
harus nenyi npan naskah asli, apabila dokunen tersebut masih
menpunyai kekuatan penbuktian otentik dan atau nmengandung
kepenti ngan hukum tertentu. Kelalaian dalam nelaksanakan
kewaj i ban tersebut, pinpinan perusahaan bertanggungjawab
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berl aku.

Yang dimaksud dengan "masih nengandung kepentingan
hukum tertentu" adalah apabila naskah asli tersebut masih
mengandung hak dan atau kewaji ban yang masi h di penuhi ol eh
pi hak yang ber kepenti ngan.

Pasal 13
Penggunaan kata "wajib" dalam Pasal ini dimksudkan untuk
menberi kan penekanan bahwa setiap pengalihan dokunen
perusahaan harus dilegalisasi. Apabila pengalihan dokunen
perusahaan tidak dil egalisasi, nmaka dokunmen perusahaan hasil
pengal i han tersebut secara hukum tidak dapat dijadi kan
sebagai al at bukti yang sah.
Yang di maksud dengan "l egal i sasi" adal ah tindakan pengesahan
*9568 isi dokunmen perusahaan yang dialihkan atau
di transformasi kan ke dalam mikrofilm atau nedia lain yang
mener angkan atau nenyatakan bahwa isi dokumen perusahaan
yang terkandung di dalam m krofilm atau nmedia lain tersebut



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

*9569

sesuai dengan naskah aslinya.

14

Ayat (1)

Berita acara dibuat pada saat terjadi pengalihan
dokunmen ke dal am m krofil m atau nedi a | ai nnya.
Ayat (2)

Pada berita acara pengalihan dilanpirkan daftar
pertel aan atas dokunen perusahaan yang dialihkan ke dalam
m krofilmatau nedia | ai nnya.

15
Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dianggap perlu”, dalam ha
tertentu” dan "untuk keperluan tertentu"” msalnya untuk
keperluan nenmenuhi permntaan polisi, jaksa, atau hakim
dal am peneri ksaan per kar a.

Legal i sasi dil akukan dengan cara penbubuhan tanda
tangan pada hasil cetak dokunen tersebut dan pernyataan
bahwa hasi| cetak sesuai dengan aslinya.

16
Cukup j el as

17

Penentuan tata cara pem ndahan dokunen perusahaan di serahkan
kepada pi npi nan perusahaan, karena yang nenget ahui kebut uhan
perusahaan adal ah pinpinan perusahaan yang bersangkutan.
Dalam tata <cara tersebut dapat pula ditentukan bahwa
pem ndahan dokunen disertai dengan daftar pertelaan dan
penbuat an berita acara yang sekurang- kurangnya nenuat:
a. keterangan tenpat, hari, tanggal, bulan dan tahun
di | akukannya pem ndahan;
b. Ket er angan t entang pel aksanaan pem ndahan; dan
C. tanda tangan dan nama jelas pejabat yang nem ndahkan
dan pej abat yang neneri ma pem ndahan.

Yang di naksud dengan:

- unit pengol ahan" adalah satuan kerja yang nenpunyai
tugas dan tanggung jawab nengolah senmua dokunmen yang
ber kai t an dengan kegi at an oper asi onal perusahaan.

- unit kearsipan" adalah satuan kerja yang nenpunyai
tugas dan tanggung jawab nengel ol a dokunmen perusahaan yang
sudah di sel esai kan ol eh unit pengol ahan untuk disinpan dan
di pel i har a.

18
Ayat (1)
Penggunaan kat a "waj i b" dal am ayat in
di mksudkan untuk nenberikan penekanan adanya kewaji ban
unt uk nenyer ahkan dokunen perusahaan tertentu yang nenpunyai



nilai guna bagi kepentingan nasional kepada Arsip Nasiona
Republ i k I ndonesi a. Apabila ketentuan tersebut ti dak
di | aksanakan, maka terkena ketentuan Undang-undang Nonor 7
Tahun 1971 tentang Ket entuan-ketentuan Pokok Kear si pan.
Ayat ( 2)

Cukup j el as
Ayat (3)

Yang di maksud dengan "daftar pertelaan" adal ah daftar
yang menuat keterangan antara |ain nmengenai jenis, jun ah
dan j angka waktu penyi npanan dokunmen yang ber sangkut an.

19

Ayat (1)

Cukup jel as
Ayat (2)

Dal am penyusunan jadwal retensi
di musnahkan, perlu diperti nbangkan
sifatnya tetap disinpan dan di peli hara.
Ayat (3)

Cukup jel as

Pasal

akan
kar ena

dokunen
dokunen

yang
yang

20

Pi npi nan
per usahaan
wal aupun

| ai nnya.

Pasal
per usahaan

yang di buat

tel ah dialihkan

dapat nenet apkan suat u dokunen
di atas kertas tetap disinpan
ke dalam mkrofilm atau nedia

21
Ayat (1)
Cukup j el as
Ayat (2)
Cukup j el as

Pasal

Pasal 22

Cukup

23
Cukup

Pasal

24
Cukup

Pasal

25
Cukup

Pasal

26
Cukup

Pasal

27
*9570

Pasal

28
Angka

Pasal

j el as

j el as

j el as

j el as

j el as

Cukup j el as



Pasal

Pasal

Pasal

Cukup jel as
Angka 2

Cukup jel as
Angka 3

Lenbaga dalam hal ini neliputi baik Lenbaga/lnstansi
Pemerintah (msalnya Bank Indonesia dan Badan Urusan
Logi sti k) maupun Lenbaga Swasta (mi sal nya Yayasan).

Apabil a suatu Lenbaga/l nstansi Penerintah selain tugas
pokoknya dal am nenj al ankan fungsi penerintah nel akukan pul a
kegi at an usaha tersebut berlaku ketentuan Undang-undang ini,
sedangkan untuk kegiatan dalam rangka nenjal ankan fungsi
peneri nt ahan, tetap ber | aku ket ent uan per at uran
per undang- undangan di bi dang adm ni strasi penerintahan.

29
Yang di maksud dengan "ket entuan peraturan perundang-undangan
yang ber kai t an dengan pel aksanaan Pasal 6 Kitab
Undang- undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor
I ndonesi e, Staatsblad 1847:23)", m salnya Pasal 396 butir 3,
Pasal 397 butir 4, Pasal 398 butir 3, dan Pasal 399 butir 4
Ki tab Undang- undang Hukum Dagang.

30
Angka 1
Cukup j el as
Angka 2
Cukup jel as

31
Cukup j el as
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